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KATA PENGANTAR

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2016, Pengadilan Negeri

Tanjung Balai Karimun bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJIP) berdasarkan Instruksi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan LKjIP ini selain memenuhi agenda reformasi

birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas manajemen kinerja juga merupakan

suatu kewajiban pertanggung jawaban guna mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang

transparansi, akuntabel, bersih, professional, semangat pelayanan public, dan integritas

pengabdian dibidang penegakan hokum untuk mencapai visi dan misi pengadilan. Selama

tahun 2016 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah melaksanakan berbagai program

dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun Tahun 2015-2019. Yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang

terdiri dari 6 (enam) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja

beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun pada 2016.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ini dapat memenuhi

harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat dengan adanya transparansi

dan analisis pencapaian target dalam Indikator Kinerja Utama sehingga ukuran realisasi

kinerja yang telah ditetapkan dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja Pengadilan. Pada

akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini semoga kedepannya LkjIP ini dapat

menjadi acuan dalam mengukur pencapaian target dan realisasi kinerja.

Tanjung Balai Karimun, 08 Januari 2017
Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

FATHUL MUJIB, SH, MH
NIP. 196209081996031001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun selama tahun 2016 telah berhasil

melaksanakan misi dalam rangkan mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah

ditetapkan. Dengan ditetapkannya 6 sasaran strategis yang sesuai dengan visi dan misi maka

kinerja menjadi lebih terarah dan akuntabel. Sasaran strategis tersebut diukur menggunakan

target kinerja pada 22 (dua puluh dua ) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari ke 6 sasaran strategis yang ditetapkan

tersebut, terdapat 2 sasaran yang berhasil dan 4 yang gagal dari target. dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Tabel Rencana Strategis tahun 2016

SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Peningkatan

penyelesaian

perkara

a. Persentase mediasi yang

diselesaikan

100% 100% 100%

b. Persentase mediasi yang menjadi

akta perdamaian

10% 2,66% 26,6%

C.

d.

e.

Persentase sisa perkara

Persentase perkara yang

diselesaikan

Persentase perkara yang

diselesaikan 5 bulan

100%

100%

99,40%

100%

83,48%

77,26%

100%

83,48%

77,26%

Rata- rata capaian 77,46%

2 Peningkatan

aksebilitas

putusan hakim

Pesentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum :

a. Banding 98,50% 97,34% 98,82%

b. Kasasi 100% 98,93% 98,82%

c. Peninjauan Kembali 100% 99,46% 99,46%



Rata – rata capaian 99,03%

3 Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang diajukan

banding, kasasi, PKyang

disampaikan secara lengkap

100% 100% 100%

b.

c.

d.

Persentase berkas yang diregister

dan siap didistribusikan ke

Majelis

Persentase penyampaian

pemberitahuan relas putusan tepat

waktu, tempat dan para pihak

Persentase penyitaan tepat waktu

dan tempat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

c. Ratio Majelis Hakim terhadap

perkara

100% 17,8% 17,8%

Rata-rata capaian 83,56%

4 Peningkatan

kepatuhan

terhadap

putusan

pengadilan

Persentase permohonan eksekusi

atas putusan perkara perdata yang

berkekuatan hokum tetap yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Rata-rata capaian 100%

5 Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

peradilan

(acces to

justice)

a.

b.

Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan

Persentase (amar) putusan perkara

yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktu

maksimal 1 hari kerja sejak

diputus

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rata-rata capaian 100%



6 Peningkatan

pelayanan

prima dalam

penyelesaian

perkara

a. Persentase pengelolaan aparatur

peradilan yang diselesaikan tepat

waktu

90% 100% 100%

b. Persentase pengelolaan keuangan

peradilan tepat waktu

90% 95,79% 100%

c. Persentase pengelolaan Barang

Milik Negara peradilan tepat

waktu

90% 100% 100%

d. Persentase pengaduan masyarakat

peradilan yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

e. Persentase temuan hasil

pemeriksaaan eksternal yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100%

f. Persentase reponden yang puas

terhadap pelayanan peradilan

90% 80% 88,88%

Rata-rata capaian 98,14%
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Daerah Karimun awalnya merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan

Negeri Tanjung Pinang, seiring dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Riau pada

umumnya dan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi Ekonomi sosial

budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang

penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan maka dibentuklah

Kabupaten Karimun yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau pada

tanggal 4 Oktober 1999.

Pembentukan Kabupaten Karimun ini bersamaan dengan terbentuknya

beberapa Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau

sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 yaitu tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi

dan Kota Batam.

Setelah terbentuknya Kabupaten Karimun, keluarlah Keputusan Presiden

Nomor : 99 tahun 2003 tanggal 2 Desember 2003, tentang Pembentukan Pengadilan

Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun. Pada tahun 2004 dibangun Gedung Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

oleh Menteri Kehakiman RI diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Karimun seluas +

5.000 m2 terletak di Jalan Jenderal Sudirman Poros Tanjung Balai Karimun.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun diresmikan pada tanggal 9 Agustus

2004 oleh Prof. DR. Bagir manan, SH, McL Ketua Mahkamah Agung RI, dengan

diresmikannya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka tuntutan masyarakat

pencari keadilan di Kabupaten Karimun telah terwujud.

Dengan digulirkannya tunjangan khusus yang berbasis kinerja Pengadilan

dituntut untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan

publik, yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk pelayanan

instansi/lembaga kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam peningkatan pelayanan

harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, memiliki



akuntabilitas kepada mitra kerja, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang

termasuk kedalam jajaran aparatur peradilan.

Pelaksanaan birokrasi peradilan akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistim

perencanaan disertai dengan perwujudan sistim akuntabilitas. Oleh karena itu

perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah merupakan jawaban dalam birokrasi melalui program-program yang telah

disusun untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya

dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari

keadian.

Salah satu unsur pokok penjabaran sistim Akuntabilitas adalah penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yag merupakan pedoman

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, untuk mewujudkan kegiatan yang dilaksanakan

secara terencana dan terukur dan teruji.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun membentuk komitmen

yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri

Tanjung Balai Karimun perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP).

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai Badan Peradilan Umum Tingkat

Pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh Pemerintah dan

pengaruh luar lainnya sebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima,

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkra-perkara pidana maupun perdata yag

diajukan. Sedangkan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan

Pengadilan dibawah pimpinan Panitera/Sekretaris mempunyai tugas pelayanan dibidang

teknis administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya dengan fungsi menjalankan

manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

Pengadilan Negeri sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman, adalah

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari

pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

yang telah diubah yang telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.



1. Fungsi.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai lembaga peradilan tingkat pertama

mempunyai fungsi utama yaitu :

1. Fungsi Peradilan

a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

b. Mengajukan berkas perkara yag mengajukan upaya hukum ke Tingkat Banding,

Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

2. Fungsi Nasehat.

a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan dalam bidang

hukum kepada lembaga pemerintah daerah lembaga lain yang meminta (Undang-

Undang No. 4 Tahun 2004).

b. Melakukan Pengawasan terhadap para Narapidana yang menjalani pidana di

Rutan / Lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3. Fungsi Administratif.

Pengadilan Negeri wajib mempertanggung jawabkan secara organisatoris,

administrative dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

4. Fungsi lain.

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara

berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan No. 8 tahun 2004, Pengadilan

Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam bentuk berbagai peraturan perundang-

undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Perma Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan adalah

sebagai berikut :



1. Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun

bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. Ketua

Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan Peradilan

Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tanjung Balai Karimun.

Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan

penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan. dan Sebagai pelaksana

administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan Tanjung

Balai Karimun;

2. Wakil Ketua Pengadilan, memiliki tugas antara lain:

a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang,

pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

b. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

c. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua .

d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah

dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan

hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

3. Hakim.

Adalah Pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai peritah

pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009, yang bertugas menetapkan Hari Sidang, memeriksa dan

mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya serta menyelesaikan semua perkara

yang diajukan kepadanya, bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara

persidangan serta menanda tanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah,

Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan,

melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang Hukum, Perdata, dan Pidana serta ,



Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Subbagian

Kepegawaian,Organisasi dan tata laksana serta Subbagian Umum dan Keuangan yang

ditugaskan kepadanya untuk dilaporkan secara periodik kepada Ketua Pengadilan ;

4. Panitera adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya

berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun,

yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan

administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai karimun menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam

pemberian dukungan di bidang teknis;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

e. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan

transparansi perkara;

f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan

keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan,

minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

g. Pelaksanaan mediasi;

h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5. Sekretaris adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri, Sekretaris

Pengadilan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang

administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di

lingkungan Pengadilan Negeri.



6. Wakil Panitera adalah, aparatur tata usaha negara yang secara langsung membantu

panitera dalam membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara

antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan

lain-lain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas

yang didelegasikan kepadanya.

7. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang

perdata. Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata

2. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan

3. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan

4. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi

5. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak
hadir

6. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak

7. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasi dan peninjauan kembali

8. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada
para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan
Tinggi dan Mahkamah Agung

9. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi

10. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum
tetap

11. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada
Panitera Muda Hukum;

12. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Panitera



8. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang

pidana. Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;

2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;

3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada

termohon;

4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua

Pengadilan;

5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari

penyidik;

7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak

hadir;

9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan

peninjauan kembali kepada para pihak;

10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,

kasasi dan peninjauan kembali;

11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada

para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan

Tinggi dan Mahkamah Agung;

12. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum

dan Terdakwa;



13. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum

tetap;

15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada

Panitera Muda Hukum;

16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan

tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,

6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan

dengan transparansi perkara.

7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

10. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran,

pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi

dan dokumentasi serta pelaporan.



11. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

12. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

13. Panitera Pengganti adalah aparatur negara fungsional yang mempunyai tugas membantu

Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu

Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap

ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, membuat berita acara

sidang, mengetik putusan, dan petikan Putusan Perkara yang sudah putus berikut amar

putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera

Muada Perdata bila telah selesai dimutasi.

14. Jurusita adalah bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim

Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-

protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua

Pengadilan Negeri, membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan

kepada pihak-pihak terkait.
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Bagan 1. Struktur Organisasi
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
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D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan

untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan

permasalahan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ditinjau dari beberapa

aspek :

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara dan Proses Penanganan perkara

 Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah

Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, permasalahan

ini terjadi dikarenakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Belum

memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat

pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

khususnya mediasi yang menjadi akta perdamaian dan penyelesaian perkara

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan untuk mencapai keberhasilan tersebut

telah diupayakan diadakan kebijakan-kebijakan yang dijadikan untuk membuat

Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri

Tanjung Balai Karimun. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2016 kecepatan

penyelesaian perkara mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif

karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan.

 Manajemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian

target, proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutasi saat ini

mahkamah agung telah berupaya menerapkan system Informasi Penelusuran

perkara (SIPP) dan Sistem ini dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas dan

efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi dan mempermudah

pencarian data baik untuk intern maupun public, Sistem Informasi ini telah

menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem

Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara.



Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung

dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP,sistem

ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara. Namun

pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih

belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi

informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara

efektif dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam kinerja sumber daya

manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

Tabel 1. Persentase Mediasi yang menjadi akte perdamaian

Tahun Perkara

Jumlah
Perkara yang

harus
Diselesaikan

Perkara mediasi
yang menjadi

akta
perdamaian

Persentase Mediasi
yang menjadi

akta perdamaian

2016 Perdata 75 2 2,66%

2015 Perdata 59 4 6,78%

2014 Perdata 48 8 16,66%

Tabel 2. Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan jangka waktu 5 bulan

Tahun Perkara

Jumlah
Perkara yang

harus
Diselesaikan

Perkara yang telah
diselesaikan
dalam jangka

waktu
maksimal 5

bulan

Persentase Perkara
yang telah
diselesaikan
dalam jangka

waktu maksimal
5 bulan

2016
Pidana 371 331 89,2%
Perdata 75 49 65,33%

2015 Pidana 318 281 88,36%

2014

Perdata 59 46 77,96%
Pidana 174 157 90,23%
Perdata 64 45 70,31



2. Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap putusan pengadilan

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA dan PT disebabkan rasa ketidak puasan

para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama

maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya

hukum banding dan kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya

hakim dalam hal hukum

formil dan materiil, Para pencari keadilan masih merasa putusan hakim belum

mencapai tingkat keadilan hal ini dikarenakan kualitas putusan yang dibuat oleh

hakim belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Tabel 3 . Jumlah perkara yang tidak mengajukan Banding di
wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Tahun

Perkara
pidana
dan

perdata
yang
Putus

Perkara yang
tidak

Mengajukan
Banding

Persentase jumlah
perkara yang

mengajukan kasasi
terhadap jumlah

perkara banding yang
putus

Th. 2014 202 185 91,58%

Th. 2015 327 319 97,55%

Th. 2016 377 367 97,34%

Tabel 4. Jumlah perkara yang tidak mengajukan Kasasi di
wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Tahun

Perkara
pidana
dan

perdata
yang
Putus

Perkara yang
tidak

Mengajukan
Kasasi

Persentase jumlah
perkara yang

mengajukan kasasi
terhadap jumlah

perkara banding yang
putus

Th. 2014 202 191 94,55%

Th. 2015 327 322 98,47%

Th. 2016 377 373 98,93%



Tabel 5. Jumlah perkara yang tidak mengajukan PK di
wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Tahun

Perkara
pidana
dan

perdata
yang
Putus

Perkara yang
tidak

Mengajukan
PK

Persentase jumlah
perkara yang

mengajukan kasasi
terhadap jumlah

perkara banding yang
putus

Th. 2014 202 198 98,02%

Th. 2015 327 325 99,38%

Th. 2016 377 376 99,46%

3. Akses terhadap pengadilan dalam peningkatan pelayanan prima

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin

diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan Memberi kemudahan akses

informasi kepada pencari keadilan; dan Meringankan beban biaya berperkara untuk

masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian

bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, dalam Pembebasan biaya perkara

melalui fasilitas prodeo, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun masih memiliki

kendala dalam hal biaya pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena

keterbatasan anggaran yang disediakan sementara biaya proses yang ada tidak

mencungkupi terhadap perkara tersebut, disamping itu juga kurangnya pemahaman

pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan

sehingga masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan karena sarana

informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.



4. Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak

akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis

peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia

dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan

pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita.

Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan

administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Namun masih dijumpai

permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap

kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan

kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang

bebankerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya bebankerjanya cenderung

rendah.

Selain itu dalam dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat

kendala dalam hal keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya

penggantian sarana dan prasarana yang rusak, keadaan tersebut dapat menurunkan

kinerja aparatur berhubung jumlah perkara yang tiap tahun meningkat sementara

dalam proses administrasinya tidak didukung dengan sarana yang memadai,

sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.

Tabel 6. Potensi dan Permasalahan
Potensi Permasalahan

1. Produktifitas
Penyelesaian
Perkara dan
Proses
Penanganan
perkara

2. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara
di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (Empat) Lingkungan
Peradilan

3. Standar Operasional Penyelesaian Perkara
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

4. Memanfaatkan teknologi informasi
5. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah

- Masih ada perkara yang
penyelesaiannya lebih
dari 5 bulan.dan perkara
mediasi tidak mencapai
seluruhnya akte
perdamaian.

- Masih banyaknya
keluhan publik tentang
akurasi informasi pada
SIPP dan belum ada



Agung
6. Menggunakan template putusan
7. Regulasi Mahkamah Agung yang

mendukung pelaksanaan SIPP

kemampuan untuk
mengontrol secara efektif

- Masih terdapat
kelemahan kinerja
sumber daya manusia
dalam memanfaatkan
SIPP untuk penanganan
perkara

2. Peningkatan
aksepbilitas
masyarakat
terhadap putusan
pengadilan

Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian

perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi

hakim dalam penanganan

perkara untuk menciptakan putusan hakim yang

akuntabel.

 Masih terdapat perkara
yang mengajukan upaya
hokum banding, kasasi,
dan PK

3. Akses terhadap
pengadilan
dalam
peningkatan
pelayanan prima

1. Akses pengadilan terhadap masyarakat
miskin dan termarjinalkan : Posbakum,
Pembebasan biaya perkara Prodeo.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Hukum

3. Akses informasi menggunakan sarana meja
informasi dan teknologi informasi

4. SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-
144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman
pelayanan informasi pengadilan

 Keterbatasan anggaran
untuk menyediakan
fasilitas prodeo

 Masih adanya keluhan
publik bahwa sarana
informasi yang disediakan
belum menjamin
sepenuhnya transparansi di
pengadilan.
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E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan

Negeri Tanjung Balai Karimun selama tahun 2016. Capaian kinerja 2016 tersebut

diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (permormance agreement) 2016 sebagai tolak

ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja

ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Dengan demikian sistimatikan penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tanjung

Balai Karimun tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Pengantar.

Ikhtisar Eksekutif .

Daftar isi

BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan

Fungsi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, dan Sistematika

Penyajian.pada bab ini diisajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisas isert permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,menjelaskan muatan rencana strategis

Pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun untuk periode tahun 2015-2019,

rencana kinerja dan ringkasan/ Ikhtisar perjanjian kerja Tahun 2016,

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang analisis perbandingan pengukuran

kinerja dalam hal:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
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organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian Kinerja Pengadilan Negeri

Tanjung Balai Karimun dimasa mendatang dan menguraikan rekomendasi yang

diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Penyusunan Renstra mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen Perencanaan

Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga

(Renstra K/L Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun

yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang

disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

dan bersifat indikatif.

Renstra ini merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi pencapaian

pembangunan yang menyeluruh, terpadu, efisien dan sinergi dengan prioritas pembangunan

lainnya dan ditujukan sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan dalam menyusun

program dan kegiatan tahun 2015-2019 serta utuk memberikan pemahaman yang sama tentang

tantangan dan komitmen Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimundalam mengembangkan

dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna serta memenuhi tuntutan stakeholder pada

khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam pelaksanaannya, Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

akan mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian

juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan

pengendalian pelaksanaaan program dan kegiatan.

1. VISI & MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan

untukmewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun. Adapun visi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengacu pada Visi

Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :



“Terwujudnya pelayanan public yang professional bagi para pencari keadilan dengan

penuh tanggung jawab dan dipercaya demi mewujudkan badan peradilan indonesia

yang agung”

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai lembaga

peradilan memiliki keluhuran dan kemulian dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta

memenuhi rasa keadilan Masyarakat.

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan Independen bebas dari campur tangan pihak

lain.

3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada Masyarakat

4. Memperbaiki kwalitas input internal pada proses peradilan

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif efesien bermartabat dan dihormati.

6. Melaksanakan pelayanan public yang mandiri tidak memihak dan transparan

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan lima tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019. Tujuan ditetapkan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepastian hokum bagi pencari keadilan

2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan

3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan.

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. sementara Indikator



Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis

dalam mencapai tujuan. Hasil reviu Rencana Strategis beserta IKU yang telah di reviu

adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

c. Persentase sisa perkara

d. Persentase perkara yang diselesaikan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

a. Banding

b. Kasasi

c. Peninjauan Kembali

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi,PK, yang disampaikan secara

lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu

d. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan

hokum tetap yang ditindak lanjuti.



5. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to Justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase (amar) putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

6. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu

b. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu

c. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu

d. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti

e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

f. Persentase repoden yang puas terhadap pelayanan peradilan.

Tabel 4. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama

NO TUJUAN
SASARAN
STRATEGI

S

INDIKATOR
KINERJA UTAMA

PENJELASAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA

1.

3.

Meningkat
nya
kepastian
hokum

1. Peningkata
n
penyelesaia
n perkara

a. Persentase Mediasi
perkara yang
diselesaikan

Perbandingan mediasi yang disepakati dengan
jumlah midiasi yang diterima dan menjadi
perkara

b. Persentase mediasi
yang menjadi akta
perdamaian

Perbandingan mediasi yang diproses dengan
jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian.

c. Persentase perkara
yang diselesaikan
dalam jangka waktu
maksimal 3 bulan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan
dengan perkara yang harus diselesaikan..

d. Persentase perkara
yang diselesaikan

Perbandingan perkara yang diselesaikan
dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo
awal dan perkara yang masuk)

e. Persentase perkara
yang diselesaikan
dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan.

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan dengan
perkara yang harus diselesaikan dalam waktu
maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)

2. Peningkata
n
aksepbilita
s putusan
Hakim

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum : a.Banding,b.
Kasasi, c. PK

Jumlah upaya hokum selama tahun berjalan
dibagi jumlah perkara putus lalu dikali seratus
persen.

3. Peningkata
n
efektifitas
pengelolaa

a. Persentase berkas yang
diajukan banding,
Kasasi, PK yang
disampaikan secara

Perbandingan antara berkas yang diajukan
banding, kasasi,dan PK yang lengkap (terdiri
dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas
yang diajukan banding kasasi,dan PK



n
penyelesaia
n perkara

lengkap
b. Persentase berkas yang

diregister dan siap
didistribusikan ke
Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang
diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara
yang didistribusikan ke Majelis

c. Persentase
penyampaian
pemberitahuan relas
putusan tepat waktu

Perbandingan antara berkas putusan dengan
relas putusan yang disampaikan ke para pihak
tepat waktu

d. Persentase penyitaan
tepat waktu dan tempat

Perbandingan antara permohonan penyitaan
dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan
tempat

e. Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara

Perbandingan ratio Majelis Hakim
dibandingkan dengan perkara masuk

4. Peningkata
n
kepatuhan
terhadap
putusan
Pengadilan

a. Persentase
permohonan eksekusi
atas putusan perkara
perdata yang
berkekuatan hokum
tetap yang
ditindaklanjuti

Perbandingan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara
perdata yang belum ditindaklanjuti
(dieksekusi)

2.

6.

Keterjangk
auan
pelayanan
badan
peradilan

Memenuhi
kebutuhan
dan
kepuasan
masyarakat
pencari
keadilan

5. Peningkata
n
eksebilitas
masyarakat
terhadap
peradilan
(acces to
justice)

a. Persentase perkara
prodeo yang
diselesaikan

Perbandingan perkara predeo yang
diselesaikan dengan perkara predeo yang
masuk

b. Persentase amar
putusan perkara yang
menarik perhatian
masyarakat yang dapat
diakses secara online
dalam waktu maksimal
1 hari kerja sejak
diputus.

Perbandingan amar putusan perkara yang
menarik perhatian Masyarakat yang
ditayangkan di website dengan jumlah perkara
yang menarik perhatian masyarakat yang tidak
ditayangkan

6. Peningkata
n
pelayanan
prima
dalam
penyelesaia
n perkara

a. Persentase
pengelolaan aparatur
peradilan yang
diselesaikan tepat
waktu.

Perbandingan pengelolaan SDM yang harus
diselesaikan dengan yang telah diselesaikan
tepat waktu. (tentang pengusulan pensiun,
kenaikan pangkat, mutasi, pengusulan diklat
ex: PIM, fungsional, hakim, dll)

b. Persentase pengelolaan
keuangan peradilan
tepat waktu

Perbandingan pengelolaan keuangan yang
harus diselesaikan dengan yang telah
diselesaikan tepat waktu. (tentang usulan
anggaran, realisasi anggaran).

c. Persentase .pengelolaa
n Barang Milik Negara
peradilan tepat waktu

Perbandingan pengelolaan BMN yang harus
diselesaikan dengan yang telah diselesaikan
tepat waktu. (tentang pengadaan, penghapusan)

d. Persentase pengaduan
masyarakat peradilan
yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang
ditindaklajuti mengenai perilaku aparatur
peradilan (teknis dan dan non teknis) dengan
jumlah pengaduan yang dilaporkan.

e. Persentase temuan Perbandingan jumlah temuan yang



3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Unsur utama yang harus ada dalam pencapaian tujuan dalam suatu kegiatan merupakan

Program Utama dan kegiatan pokok merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh

satker sebagai bagian dalam pencapaian sasaran terukur dalam satu program. Program Utama

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah

sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

2. Peningkatan Manajemen peradilan umum

3. Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengacu pada Mahkamah Agung

RI adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

2. Peningkatan manajemen peradilan umum

3. Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung

Antara Program Utama dan Kegiatan Pokok saling berhubungan satu sama lain dan diukur

dengan IKU beserta sasaran hendak dicapai

Tabel Hubungan program utama, Kegiatan Pokok, Sasaran dan IKU

hasil pemeriksaan
eksternal yang
ditindaklanjuti.

ditindaklajuti mengenai perilaku aparatur
peradilan (teknis dan dan non teknis) dengan
jumlah pengaduan yang dilaporkan.

f. Persentase responden
yang puas terhadap
pelayanan peradilan.

Perbandingan hasil penilaian responden yang
puas terhadap pelayanan peradilan dengan
jumlah responden yang memperoleh pelayanan
peradilan.



No Program Utama Kegiatan Pokok Sasaran Indikator Kinerja

Utama

1 Dukungan Manajemen

dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya

Mahkamah Agung

Pembinaan

Administrasi dan

pengelolaan Keuangan

Badan Urusan

Administrasi

Peningkatan

penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi

yang diselesaikan

b. Persentase mediasi

yang menjadi akta

perdamaian

c. Persentase sisa

perkara

d. Persentase perkara

yang diselesaikan

e. Persentase perkara

yang diselesaikan

dalam jangka waktu

maksimal 5 bulan

2. Peningkatan
aksebilitas
putusan Hakim

Persentase perkara

yang tidak mengajukan

upaya hokum

a. Banding

b. Kasasi

c. PK

2 Peningkatan

manajemen peradilan

umum

Peningkatan

manajemen peradilan

umum

Peningkatan efektifitas

pengelolaan

penyelesaian perkara

a.Persentase berkas

yang diajukan

banding, kasasi, PK

yang disampaikan

secara lengkap

b. Persentase berkas

yang deregister dan

siap didistribusikan

ke Majelis

c.Persentase



penyampaian

pemberitahuan relas

putusan tepat waktu

tempat, dan para

pihak

d.Persentase penyitaan

tepat waktu dan

tempat

e.Ratio Majelis Hakim

terhadap perkara

Peningkatan kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan

Persentase

permohonan eksekusi

atas putusan perkara

perdata yang

berkekuatan hokum

tetap yang ditindak

lanjuti

3 Peningkatan saran dan

prasarana aparatur

Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana dan

Prasarana dilingkungan

Mahkamah Agung

1. Peningkatan
aksebilitas
masyarakat
terhadap
peradilan (acces to
justice)

a.Persentase perkara

prodeo

b. Persentase amar

putusan perkara yang

menarik perhatian

masyarakat yang

dapat diakses secara

online dalam waktu

maksimal 1 hari kerja

sejak putus

2. Peningkatan
pelayanan prima
dalam
penyelesaian
perkara

a. Persentase

pengelolaan aparatur

peradilan yang

diselesaikan tepat

waktu

b.Persentase

pengelolaan

keuangan peradilan

tepat waktu



c.Persentase

pengelolaan Barang

Milik Negara

peradilan tepat waktu

d.Persentase

pengaduan

masyarakat peradilan

yang ditindaklanjuti

e.Persentase temuan

hasil pemeriksaan

eksternal yang

ditindaklanjuti

f.Persentase responden

yang puas terhadap

pelayanan peradilan



Tabel 5.Reviu Renstra Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun 2015-2019

PROGRAMProg KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

Dukungan

Manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya

Mahkamah Agung

Pembinaan

Administrasi dan

Pengelolaan

Keuangan Badan

Urusan

Administrasi

1 Peningkatan

penyelesaian

perkara

a. Persentase mediasi yang

diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase mediasi yang

menjadi akta perdamaian

10% 10% 15% 20% 22%

C.

d.

e.

Persentase sisa perkara

Persentase perkara yang

diselesaikan

Persentase perkara yang

diselesaikan 5 bulan

100%

99,39%

99,39%

100%

100%

99,40%

100%

98,05%

99,50%

100%

99,55%

99,55%

100%

99,60%

99,60%

2 Peningkatan

aksebilitas

putusan hakim

Pesentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum :

a. Banding 100% 98,50% 99,60% 99,75% 98,75%

b. Kasasi 100% 100% 98,50% 99,60% 100%



c. Peninjauan Kembali 100% 100% 98,00% 98,25% 98,50%

Peningkatan

manajemen

peradilan umum

Peningkatan

manajemen

peradilan umum

3 Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang

diajukan banding, kasasi,

PKyang disampaikan secara

lengkap

100% 100% 100% 100% 100%

b.

c.

d.

Persentase berkas yang

diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis

Persentase penyampaian

pemberitahuan relas putusan

tepat waktu, tempat dan para

pihak

Persentase penyitaan tepat

waktu dan tempat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

c. Ratio Majelis Hakim

terhadap perkara

100% 100% 98,75% 99,90% 99,95%

4 Peningkatan

kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan

Persentase permohonan

eksekusi atas putusan

perkara perdata yang

berkekuatan hokum tetap

yang ditindaklanjuti

100% 100% 99,50% 99,60% 99,65%

Peningkatan sarana Pengadaan sarana 5 Peningkatan a. Persentase perkara prodeo 100% 100% 100% 100% 100%



dan prasarana

aparatur Mahkamah

Agung

dan prasarana

dilingkungan

Mahkamah Agung

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

peradilan (acces

to justice)

b.

yang diselesaikan

Persentase (amar) putusan

perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara online

dalam waktu maksimal 1 hari

kerja sejak diputus

100% 100% 100% 100% 100%

6 Peningkatan

pelayanan prima

dalam

penyelesaian

perkara

a. Persentase pengelolaan

aparatur peradilan yang

diselesaikan tepat waktu

- 90% 95% 96% 97%

b. Persentase pengelolaan

keuangan peradilan tepat

waktu

- 90% 98% 99% 99,50%

c. Persentase pengelolaan

Barang Milik Negara

peradilan tepat waktu

- 90% 98% 99% 99,50%

d. Persentase pengaduan

masyarakat peradilan yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

e. Persentase temuan hasil

pemeriksaaan eksternal yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%



f. Persentase reponden yang

puas terhadap pelayanan

peradilan

- 90% 95% 96% 97%



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Dokumen Rencana Kinerja tahun 2016 menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan

tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi atau lebih dikenal sebagai Penetapan

Kinerja, Rencana Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memuat

target kinerja tahun 2016 untuk seluruh Indikator Kinerja Utama yang ada pada tingkat sasaran

dan kegiatan dimana angka target yang ditetapkan merupakan komitmen yang harus dicapai

dalam periode tahun 2016. Rencana Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun adalah sebagai berikut:

Tabel Rencana Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

SASARAN INDIKATOR TARGET

1 Peningkatan penyelesaian

perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan 100%

b. Persentase mediasi yang menjadi akta

perdamaian

10%

C.

d.

e.

Persentase sisa perkara

Persentase perkara yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan 5

bulan

100%

100%

99,40%

2 Peningkatan aksebilitas

putusan hakim

Pesentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum :

a. Banding 98,50%

b. Kasasi 100%

c. Peninjauan Kembali 100%

3 Peningkatan efektifitas

pengelolaan

penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan banding,

kasasi, PKyang disampaikan secara

lengkap

100%

b.

c.

Persentase berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis

Persentase penyampaian pemberitahuan

relas putusan tepat waktu, tempat dan para

pihak

100%

100%



d.

Persentase penyitaan tepat waktu dan

tempat

100%

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100%

4 Peningkatan kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang berkekuatan

hokum tetap yang ditindaklanjuti

100%

5 Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice)

a.

b.

Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan

Persentase (amar) putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu

maksimal 1 hari kerja sejak diputus

100%

100%

6 Peningkatan pelayanan

prima dalam

penyelesaian perkara

a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan

yang diselesaikan tepat waktu

90%

b. Persentase pengelolaan keuangan

peradilan tepat waktu

90%

c. Persentase pengelolaan Barang Milik

Negara peradilan tepat waktu

90%

d. Persentase pengaduan masyarakat

peradilan yang ditindaklanjuti

100%

e. Persentase temuan hasil pemeriksaaan

eksternal yang ditindaklanjuti

100%

f. Persentase reponden yang puas terhadap

pelayanan peradilan

90%



A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang

waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian

Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015,

Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada INPRES Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi

Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2016 tidak terlepas dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPTJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan

Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2016.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016

dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2016 yang disusun pada awal tahun 2016.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun

2016 dan dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dapat diperinci sebagai berikut :



Tabel . Perjanjian Kinerja Tahun 2016

SASARAN INDIKATOR TARGET

1 Peningkatan penyelesaian

perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan 100%

b. Persentase mediasi yang menjadi akta

perdamaian

10%

C.

d.

e.

Persentase sisa perkara

Persentase perkara yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan 5

bulan

100%

100%

99,40%

2 Peningkatan aksebilitas

putusan hakim

Pesentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum :

a. Banding 98,50%

b. Kasasi 100%

c. Peninjauan Kembali 100%

3 Peningkatan efektifitas

pengelolaan

penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan banding,

kasasi, PKyang disampaikan secara

lengkap

100%

b.

c.

d.

Persentase berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis

Persentase penyampaian pemberitahuan

relas putusan tepat waktu, tempat dan para

pihak

Persentase penyitaan tepat waktu dan

tempat

100%

100%

100%

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100%

4 Peningkatan kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang berkekuatan

hokum tetap yang ditindaklanjuti

100%

5 Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice)

a.

b.

Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan

Persentase (amar) putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu

maksimal 1 hari kerja sejak diputus

100%

100%

6 Peningkatan pelayanan

prima dalam

a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan

yang diselesaikan tepat waktu

90%



penyelesaian perkara b. Persentase pengelolaan keuangan

peradilan tepat waktu

90%

c. Persentase pengelolaan Barang Milik

Negara peradilan tepat waktu

90%

d. Persentase pengaduan masyarakat

peradilan yang ditindaklanjuti

100%

e. Persentase temuan hasil pemeriksaaan

eksternal yang ditindaklanjuti

100%

f. Persentase reponden yang puas terhadap

pelayanan peradilan

90%

Kegiatan Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan

Urusan Administrasi
Rp. 3.333.572.000,-

2. Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah
Agung

Rp. 146.000.000,-

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 31.650.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang

tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah

proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu

metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk

memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk

memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun

2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang

telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan

tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,

namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini.

Tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Tingkat capaian kinerja = Realisasi X lOO %

Target

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem lnformasi Data Kinerja

yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara

memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik.



Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam

tabel dibawah ini.

Tabel Hasil Pengukuran Capaian kinerja

SASARAN INDIKATOR TARGET REALISAS

I

CAPAIA

N

1 Peningkatan

penyelesaian

perkara

a. Persentase mediasi yang

diselesaikan

100% 100% 100%

b. Persentase mediasi yang menjadi

akta perdamaian

10% 2,66% 26,6%

C.

d.

e.

Persentase sisa perkara

Persentase perkara yang

diselesaikan

Persentase perkara yang

diselesaikan 5 bulan

100%

100%

99,40%

100%

83,48%

77,26%

100%

83,48%

77,26%

Rata- rata capaian 77,46%

2 Peningkatan

aksebilitas

putusan hakim

Pesentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum :

a. Banding 98,50% 97,34% 98,82%

b. Kasasi 100% 98,93% 98,82%

c. Peninjauan Kembali 100% 99,46% 99,46%

Rata – rata capaian 99,03%

3 Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaia

n perkara

a. Persentase berkas yang diajukan

banding, kasasi, PKyang

disampaikan secara lengkap

100% 100% 100%

b. Persentase berkas yang diregister

dan siap didistribusikan ke

100% 100% 100%



c.

d.

Majelis

Persentase penyampaian

pemberitahuan relas putusan tepat

waktu, tempat dan para pihak

Persentase penyitaan tepat waktu

dan tempat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

c. Ratio Majelis Hakim terhadap

perkara

100% 17,8% 17,8%

Rata-rata capaian 83,56%

4 Peningkatan

kepatuhan

terhadap

putusan

pengadilan

Persentase permohonan eksekusi

atas putusan perkara perdata yang

berkekuatan hokum tetap yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Rata-rata capaian 100%

5 Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

peradilan

(acces to

justice)

a.

b.

Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan

Persentase (amar) putusan

perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktu

maksimal 1 hari kerja sejak

diputus

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rata-rata capaian 100%

6 Peningkatan

pelayanan

prima dalam

penyelesaian

perkara

a. Persentase pengelolaan aparatur

peradilan yang diselesaikan tepat

waktu

90% 100% 100%

b. Persentase pengelolaan keuangan

peradilan tepat waktu

90% 95,79% 100%

c. Persentase pengelolaan Barang

Milik Negara peradilan tepat

waktu

90% 100% 100%



d. Persentase pengaduan masyarakat

peradilan yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

e. Persentase temuan hasil

pemeriksaaan eksternal yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100%

f. Persentase reponden yang puas

terhadap pelayanan peradilan

90% 80% 88,88%

Rata-rata capaian 98,14%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja merupakan proses perbandingan Akuntabilitas kinerja

sebelumnya dengan Akuntabilitas kinerja yang saat ini, Analisis ini sebagai ukuran sejauh

mana capaian kinerja terealisasi dan diperlukan untuk mendapatkan umpan balik untuk

melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja berikutnya.

Adapun Analisis Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun

2016 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran: Peningkatan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran utama dalam

rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi

penyelengaraan peradilan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan mengukur

tingkat penyelesaian mediasi, mediasi yang menjadi akta perdamaian, sisa perkara,

perkara yang diselesaikan, maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara. Sasaran

ini menggunakan 5 Indikator Kinerja Utama.

Tabel analisis sasaran peningkatan penyelesaian perkara

Indikator

kinerja

Tahun
201
5

201
6

1 Persent
ase

16,6
6%

100
%

100
%



medias
i yang
diseles
aikan

2 Persent
ase
medias
i yang
menjad
i akta
perdam
aian

16,6
6%

10% 2,66
%

3 Persent
ase sisa
perkara

100
%

100
%

100
%

4 Persent
ase
perkara
yang
diseles
aikan
a. Pida

na

b. Perd
ata

90,2
2%

62,5
0%

99,6
5%

96,1
4%

89,2
%

77,7
7%

5 Persent
ase
perkara
yang
diseles
aikan
dalam
jangka
waktu
maksi
mal 5
bulan
a. Pida

na

b. Perd
ata

90,2
2%

70,3
1%

99,6
5%

77,9
6%

89,2
%

65,3
3%

Total 63,7
9%

83,3
4%

74,8
8%



Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara .

Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari masing-masing ke 5 indikator utama, dimana

nilai capaian pada tahun 2016 sebesar 74,88%, dimana capaian kinerja cukup menurun

dari tahun 2015 dengan perolehan nilai 83,34%, tetapi perbandingan dengan tahun 2014

cukup meningkat dengan nilai sebesar 63,79%, dengan keadaan tersebut banyak factor

penyebab kegagalan capaian antara lain kurangnya efektifitas dan efesiensi untuk

mempertahankan capaian sasaran dari tahun sebelumnya.

Untuk melihat lebih rinci perbandingan jumlah data 2 tahun sebelumnya terdapat 5

indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu :

1. Persentase mediasi yang diselesaikan

Tabel analisis mediasi yang diselesaikan

Tahun Perkara

Jumlah
Perkara yang

harus
Diselesaikan

Perkara
mediasi
yang

diselesaikan

Target Realisasi

2014 Perdata 48 48 100% 100%

2015

2016

Perdata 40 40 100% 100%

Perdata 75 75 100% 100%

Tabel diatas menunjukkan perbandingan antara jumlah perkara yang harus

diselesaikan dengan perkara mediasi yang diselesaikan ,Dari data diatas dapat dilihat

bahwa perbandingan target dengan realisasi dari tahun 2014-2015 seimbang, dengan

kata laint dengan realisasi sesuai dengan target sehingga kinerja tercapai.



2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Tabel analisis mediasi yang menjadi akta perdamaian

Tahun Perkara

Jumlah
Perkara yang

harus
Diselesaikan

Perkara
mediasi
yang

menjadi
akta

perdamaian

Target Realisasi

Th 2014 Perdata 48 8 10% 16,66%

Th.2015

Th 2016

Perdata 59 4 100% 6,78%

Perdata 75 2 100% 2,66%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Realisasi tahun 2014 sebesar 16,66% dengan

target 10%, itu menunjukkan target tercapai namun pada tahun 2015 realisasi

menurun menjadi sebesar 6,78% dengan target 100%, dan pada tahun 2016 capaian

kinerja juga menurun menjadi 2,66% dengan target 100%. kesimpulan yang didapat

target belum bisa tercapai seutuhnya

3. Persentase sisa perkara

Tabel analisis sisa perkara yang diselesaikan

Tahun Perkara
Sisa perkara
yang harus
Diselesaikan

Sisa perkara
yang

diselesaikan
Target Realisasi

2014 Pidana 18 18 100% 100%

Perdata 15 15 100% 100%

2015 Pidana 35 35 100% 100%



Perdata 18 18 100% 100%

2016 Pidana 37 37 100% 100%

Perdata 13 13 100% 100%

Dari table diatas dijelaskan bahwa target dengan realisasi sesuai, dengan kata lain

realisasi dari tahun 2014 s/d 2016 sesuai dengan target, sehingga target tercapai.

4. Persentase perkara yang diselesaikan

Tabel analisis perkara yang diselesaikan

Tahun Perkara Perkara yang
harus

Diselesaikan

Perkara yang
diselesaikan

Target Realisasi Rata-rata
Realisasi

2014 Pidana 174 157 100% 90,23% 81,08%

Perdata 70 51 100% 72,85%

2015 Pidana 318 281 100% 88,36% 85,43%

Perdata 80 66 100% 82,5%

2016 Pidana 371 331 100% 89,21% 83,49%

Perdata 126 98 100% 77,77%

Dari table diatas terlihat bahwa rata-rata realisasi tahun 2014 sebesar 81,08% dari

target 100% ini berarti target tidak tercapai namun pada tahun 2015 terjadi



peningkatan rata-rata realisasi mencapai 85,45% namun tetap juga belum mencapai

target, pada tahun 2016 terjadi penurunan rata-rata realisasi sebesar 83,49% dari target

100% angka tersebut masih belum memenuhi angka target yang ditetapkan.

5. Persentase perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan

Tabel analisis perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan

Tahun Perkara Perkara yang
harus

Diselesaikan

Perkara yang
diselesaikan
maksimal 5

bulan

Target Realisasi Rata-rata
Realisasi

2014 Pidana 174 157 90% 90,23% 80,27%

Perdata 64 45 90% 70,31%

2015 Pidana 318 281 90% 88,36% 83,16%

Perdata 59 46 90% 77,96%

2016 Pidana 371 331 99,40% 89,21% 77,27%

Perdata 75 49 99,40% 65,33%

Dari table diatas terlihat bahwa rata-rata realisasi tahun 2014 sebesar 80,27% dari

target 100% ini berarti target tidak tercapai namun pada tahun 2015 terjadi

peningkatan rata-rata realisasi mencapai 83,16% namun tetap juga belum mencapai

target, pada tahun 2016 terjadi penurunan rata-rata realisasi sebesar 77,27% dari target

100% angka tersebut masih belum memenuhi angka target yang ditetapkan.



2. Sasaran: Peningkatan aksebilitas putusan hakim

Sasaran Strategis Peningkatan aksebilitas putusan hakim merupakan sasaran kedua

dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan

efisiensi penyelengaraan peradilan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan

mengukur tingkat penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hokum Banding,

Kasasi maupun PK dimana sebagai ukuran sasaran ini adalah putusan hakim terhadap

perkara. Sasaran ini menggunakan 1 Indikator Kinerja Utama.

Tabel analisis sasaran peningkatan aksebilitas putusan hakim

No Indikator kinerja Tahun
2014 2015 2016

1 Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hokum
a. Banding

- Pidana

- Perdata

b. Kasasi

- Pidana

- Perdata

c. PK

- Pidana

- Perdata

89,17%

86,66%

92,99%

97,77%

97,45%

100%

98,57%

91,30%

99,28%

93,47%

99,28%

100%

99,08%

85,71%

100%

91,83%

99,69%

100%

Total rata-rata 94,00% 96,98% 96,05%

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian sasaran peningkatan aksebilitas putusan

hakim . Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari masing-masing upaya hukum, dimana

nilai capaian pada tahun 2014 sebesar 94,00%, sementara pada tahun 2015 capaian

target meningkat menjadi 96,98% namun pada tahun 2016 capaian tersebut menurun

menjadi 96,05%, dengan terjadi perbandingan dikarenakan jumlah perkara yang



mengajukan upaya hokum meningkat pertahun permasalahan tersebut disebabkan para

pencari keadilan belum mendapat kepuasan terhadap putusan hakim sehingga belum bisa

mempertahankan capaian sasaran dari tahun sebelumnya.

Untuk melihat lebih rinci perbandingan jumlah data 2 tahun sebelumnya terdapat 1

indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu :

1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Tabel analisis persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Th Perkara Perkara yang
telah

Diselesaikan

Perkara yang
mengajukan

upaya
hukum

Perkara tidak
mengajukan

upaya
hukum

Target Realisasi Rata-
rata

Realisasi

2014 Banding:

Pidana
Perdata

Kasasi:
Pidana
Perdata

PK:
Pidana
Perdata

157
45

157
45

157
45

11
6

10
1

4
0

146
39

147
44

153
45

100%
100%

100%
100%

100%
100%

92,99%
86,66%

93,63%
97,77%

97,45%
100%

89,82%

95,7%

96,81%

2015 Banding
Pidana 281 4 277 100% 98,57% 94,93%
Perdata 46 4 42 100% 91,30%

Kasasi:
Pidana 281 2 279 100% 99,28% 96,37%
Perdata 46 3 43 100% 93,47%

PK:
Pidana 281 2 279 100% 99,28% 99,64%
Perdata 46 0 46 100% 100%

2016 Banding
Pidana 328 3 325 100% 99,08% 92,39%



Perdata 49 7 42 100% 85,71%

Kasasi
Pidana 328 0 328 100% 100% 95,91%
Perdata 49 4 45 100% 91,83%

PK:
Pidana 328 1 327 100% 99,69% 99,84%
Perdata 49 0 49 100% 100%

Dari table diatas pada tahun 2014 rata-rata realisasi perkara yang tidak mengajukan

banding sebesar 89,82% dari target 100% rata-rata realisasi perkara yang tidak

mengajukan kasasi sebesar 95,7% dengan target 100% dan 96,81% realisasi perkara

yang tidak mengajukan PK dari target 100%, dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi

yang berjalan belum mencapai target, sementara pada tahun 2015 rata-rata realisasi

perkara yang tidak mengajukan banding sebesar 94,93% dari target 100% rata-rata

realisasi perkara yang tidak mengajukan kasasi sebesar 96,37% dengan target 100%

dan 99,64% realisasi perkara yang tidak mengajukan PK dari target 100%, dapat

ditarik kesimpulan bahwa realisasi yang berjalan belum mencapai target. Pada tahun

2016 rata-rata capaian realisasi untuk perkara yang tidak mengajukan banding sebesar

92,39%, dan perkara yang tidak mengajukan Kasasi 95,91%, serta perkara yang tidak

mengajukan PK sebesar 99,84%.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tiap tahun persentase realisasi para

pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hokum meningkat, itu membuktikan

meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim.

3. Sasaran : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran Strategis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

merupakan sasaran ketiga dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk

menggambarkan efektivitas proses penyelesaian perkara peradilan di Pengadilan Negeri

Tanjung Balai Karimun dengan mengukur tingkat berkas upaya hokum yang disampaikan

secara lengkap, berkas perkara yang diregister dan didistribusikan ke majelis,

penyampaian relas putusan secara tepat dan tempat, pengelolaan penyitaan tepat waktu



dan tempat serta pengukuran ratio majelis hakim terhadap perkara dan dimana sebagai

ukuran sasaran ini adalah putusan hakim terhadap perkara. Sasaran ini menggunakan 5

Indikator Kinerja Utama.

Tabel analisis sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

No Indikator kinerja Tahun
2014 2015 2016

1 Persentase berkas diajukan
banding kasasi PK yang
disampaikan secara lengkap

100% 100% 100%

2 Persentase berkas yang
deregister dan siap
didistribusikan ke Majelis

100% 100% 100%

3 Persentase penyampaian
pemberitahuan relas putusan
tepat waktu

100% 100% 100%

4 Persentase penyitaan tepat
waktu tempat dan para pihak

100% 100% 100%

5 Ratio Majelis Hakim
terhadap putusan

19,37% 13,28% 17,8%

Total rata-rata 83,87% 82,28% 85,56%

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran peningkatan

efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara cukup meningkat tiap tahun . Nilai tersebut

merupakan nilai rata-rata dimana nilai capaian pada tahun 2014 sebesar 83,87%,

sementara pada tahun 2015 capaian target menurun menjadi 82,28% dikarenakan

permasalahan pada ratio majelis hakim, namun pada tahun 2016 capaian tersebut

meningkat menjadi 85,56%.

Untuk melihat lebih rinci perbandingan jumlah data 2 tahun sebelumnya terdapat 5

indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu :



1. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK, yang disampaikan secara
lengkap.

Tabel analisis persentase berkas yang diajukan upaya hokum

Tahun Perkara Perkara yang diajukan
upaya hukum

Jumlah
Berkas
yang

diajukan
upaya
hukum

Target Realisasi Rata-
rata

Realisasi

Banding Kasasi PK

2014 Pidana 11 10 4 25 100% 100% 100%

Perdata 6 1 0 7 100% 100%

2015 Pidana 4 2 2 8 100% 100% 100%

Perdata 4 3 0 7 100% 100%

2016 Pidana 3 0 1 4 100% 100% 100%

Perdata 7 4 0 11 100% 100%

Dari table diatas dari tahun 2014 s/d tahun 2016 antara perkara yang mengajukan

upaya hokum dengan berkas yang diajukan upaya hokum yang disampaikan secara

lengkap mendapat persentase yang sama, maksudnya target yang ditetapkan tercapai

dari tahun ke tahun.



2. Persentase berkas yang di register dan siap didistribusikan ke Majelis.

Tabel analisis berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

Tahun Perkara Perkara
yang
masuk

Perkara yang
harus

diregister

Target Realisasi Rata-rata
Realisasi

2014 Pidana 174 174 100% 100% 100%

Perdata 70 70 100% 100%

2015 Pidana 283 283 100% 100% 100%

Perdata 60 60 100% 100%

2016 Pidana 334 334 100% 100% 100%

Perdata 113 113 100% 100%

Dari table diatas dari tahun 2014 s/d tahun 2016 antara perkara yang masuk dengan

berkas yang harus deregister dan siap didistribusikan kemajelis mendapat persentase

yang sama, kesimpulannya target yang ditetapkan tercapai dari tahun ke tahun.

3. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para
pihak.



Tabel analisis penyampaian relas putusan

Tabel analisis
penyampaia
n relas

putusanTahu
n

Perkar
a

Perkara yang
telah

diselesaika
n

Relas putusan
yang telah
diselesaika

n

Targe
t

Realisas
i

Rata-
rata

Realisas
i

2014 Pidana 157 157 100% 100% 100%

Perdat
a 45 45 100% 100%

2015 Pidana 281 281 100% 100% 100%

Perdat
a 46 46 100% 100%

2016 Pidana 328 328 100% 100% 100%

Perdat
a 49 49 100% 100%

Dari table diatas dari tahun 2014 s/d tahun 2016 antara perkara yang telah diselesaikan

dengan relas putusan yang telah disampaikan mendapat persentase yang sama,

kesimpulannya target yang ditetapkan tercapai dari tahun ke tahun.

4. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Tabel analis penyitaan tepat waktu dan tempat



Dari table diatas dari tahun 2014 s/d tahun 2016 antara permohonan penyitaan yang

masuk dengan penyitaan yang diselesaikan mendapat persentase yang sama,

kesimpulannya target yang ditetapkan tercapai dari tahun ke tahun.

5. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Tabel analisis ratio majelis hakim terhadap perkara

Tahun Perkara Perkara yang
akan

diselesaikan

Ratio majelis
hakim

Target Realisasi Rata-rata
Realisasi

2014 Pidana 174 8 100% 4,59% 8,00%

Perdata 70 8 100% 11,42%

2015 Pidana 283 8 100% 2,82% 8,07%

Perdata 60 8 100% 13,33%

2016 Pidana 331 5 100% 1,51% 2,96%

Perdata 113 5 100% 4,42%

Tahun Permohonan
penyitaan

Penyitaan yang telah
diselesaikan Target Realisasi

2014 157 157 100% 100%

2015 281 281 100% 100%

2016 328 328 100% 100%



Dari table diatas perbandingan perkara yang akan diselesaikan dengan jumlah majelis

hakim pada tahun 2014, dimana diperoleh persentase sebesar 8,00% dengan target

100% pada tahun 2015 persentase meningkat sebesar 8.09% dengan target yang sama,

namun pada tahun 2016 persentase menurun menjadi 2,96% dari target yang sama.

Kesimpulan yang diperoleh bahwa capaian masih jauh dari target kesulitan pencapaian

adalah terdapat pada jumlah majelis hakim terbatas, tidak sebanding dengan perkara

yang masuk sementara jumlah perkara yang masuk meningkat tiap tahun sedangkan

jumlah ratio majelis menurun tiap tahun.

4. Sasaran: Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran Strategis Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan

sasaran keempat dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan

efektivitas kepatuhan para pencari keadilan terhadap putusan hakim dalam proses eksekusi

putusan peradilan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan mengukur tingkat

permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti dimana sebagai

ukuran sasaran ini adalah putusan hakim terhadap perkara. Sasaran ini menggunakan 1

Indikator Kinerja Utama.

Tabel analisis peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

No Indikator kinerja Tahun
2014 2015 2016

1 Persentase permohonan
eksekusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan
hokum tetap yang
ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Total 100% 100% 100%

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran peningkatan kepatuhan

terhadap putusan pengadilan tetap tiap tahun . Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata

dimana nilai pada tahun 2014 s/d 2016 berjumlah sama, kesimpulan efektifitas



permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dapat dipertahankan persentase dari tahun ke

tahun.

Untuk melihat lebih rinci perbandingan jumlah data 2 tahun sebelumnya terdapat

indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu :

1. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan
hokum tetap yang ditindaklanjuti.

Tabel analisis eksekusi putusan perdata yang ditindaklanjuti

Dari table diatas diukur perbandingan perkara yang putus dengan putusan

ditindaklanjuti dengan eksekusi dimana pada tahun 2014 s/d tahun 2016 diperoleh

persentase yang sama. kesimpulan antara target dengan realisasi sama dengan kata lain

target yang ditetapkan tercapai.

5. Sasaran : Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Sasaran Strategis Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces

to justice) merupakan sasaran kelima dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan

untuk menggambarkan efektivitas perkara prodeo yang diproses, dan amar putusan yang

langsung diakses secara online di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan

mengukur tingkat perkara prodeo yang masuk dan amar putusan yang diakses secara on

Tahun
Perkara yang
dimohonkan
eksekusi

Eksekusi yang
ditindaklanjuti Target Realisasi

2014 1 1 100% 100%

2015 3 3 100% 100%

2016 4 4 100% 100%



line tepat waktu dimana sebagai ukuran sasaran ini adalah putusan hakim terhadap

perkara. Sasaran ini menggunakan 2 Indikator Kinerja Utama.

Tabel analisis peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan

No Indikator kinerja Tahun
2014 2015 2016

1 Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan

0% 0% 0%

2 Persentase amar putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online
dalam waktu maksimal 1 hari
kerja sejak putus

100% 100% 100%

Total 100% 100% 100%

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian sasaran peningkatan aksebilitas

masyarakat terhadap peradilan tetap tiap tahun . Nilai tersebut merupakan nilai

perbandingan dari tahun 2014 s/d 2016, walaupun belum ada perkara prodeo yang masuk

dan diproses kesimpulan efektifititas kinerja dapat dipertahankan persentase dari tahun ke

tahun.

Untuk melihat lebih rinci perbandingan jumlah data 2 tahun sebelumnya terdapat

indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu:

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan



Data yang diperoleh dari tahun 2014 s/d 2016 bahwa belum ada perkara prodeo masuk

di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun maka hasil perbandingan 0%.

2. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus.

Tabel analisis amar putusan perkara yang diakses secara online dalam waktu 1 hari

kerja sejak putus.

Tabel diatas merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang putus dengan

perkara yang putus diakses secara online dengan tepat waktu dimana kesimpulan

diperoleh antara target dengan realisasi bernilai sama, dengan kata lain dari tahun 2014

s/d 2016 target yang ditetapkan tercapai.

6. Sasaran: Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Sasaran Strategis Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

merupakan sasaran keenam dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk

Tahun Perkara telah
diselesaikan Jumlah

perkara
yang
telah
selesai

Perkara yang selesai
diakses secara

online

Target Realisasi

Pidana Perdata

2014 157 45 202 202 100% 100%

2015 281 46 327 327 100% 100%

2016 328 49 377 377 100% 100%



menggambarkan efektivitas pengelolaan aparatur dan pelayanan peradilan terhadap

masyarakat di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan mengukur tingkat

pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu, pengelolaan keuangan

peradilan tepat waktu, pengelolaan Barang milik Negara peradilan tepat waktu, pengaduan

masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti, temuan pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti dan responden kepuasan pelayanan peradilan. Sasaran ini menggunakan 2

Indikator Kinerja Utama.

Tabel analisis sasaran peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

No Indikator kinerja Tahun
2014 2015 2016

1 Persentase pengelolaan
aparatur peradilan yang
diselesaikan tepat waktu

100% 100% 100%

2 Persentase pengelolaan
keuangan peradilan tepat
waktu

100% 100% 100%

3 Persentase pengelolaan
Barang Milik Negara
peradilan tepat waktu

100% 100% 100%

4 Persentase pengaduan
masyarakat peradilan yang
ditindaklanjuti

0% 0% 0%

5 Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti

0% 0% 0%

6 Persentase responden yang
puas terhadap pelayanan
peradilan

75% 80% 80%

Total rata-rata 90,79% 92,75% 93,94%

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian sasaran peningkatan pelayanan prima

dalam penyelesaian perkara dimana perbandingan tiap tahun meningkat . dimana pada

tahun 2014 diperoleh nilai rata-rata dari indicator sebesar 90,79%, pada tahun 2015

meningkat menjadi 92,75% dan pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 93,94%

kesimpulan efektifititas kinerja meningkat dan dapat dipertahankan dari tahun ke tahun.



Untuk melihat lebih rinci perbandingan jumlah data 2 tahun sebelumnya terdapat

indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu:

1. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu.

Tebel analisis pengelolaan aparatur peradilan

Tabel diatas merupakan perbandingan antara SDM yang ada/ yang harus diselesaikan

dengan SDM yang telah selesai dengan tepat waktu dimana kesimpulan diperoleh

antara target dengan realisasi bernilai sama, dengan kata lain dari tahun 2014 s/d 2016

target yang ditetapkan tercapai.

2. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu

Tabel analisis pengelolaan keuangan peradilan

Tahun
SDM yang

harus
diselesaikan

SDM yang telah
selesai Target Realisasi

2014 21 21 100% 100%

2015 22 22 100% 100%

2016 20 20 100% 100%

Tahun
Keuangan yang

harus
diselesaikan

Keuangan yang
telah

diselesaikan
Target Realisasi Rata-rata

realisasi

2014 Dipa 01



Tabel diatas merupakan perbandingan antara keuangan yang harus diselesaikan dengan

keuangan yang telah diselesaikan dengan tepat waktu dimana kesimpulan diperoleh

pada tahun 2014 rata-rata realisasi 91,13%, pada tahun 2015 menurun menjadi

realisasi 90,16% dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 98,16% dengan kata lain

target yang ditetapkan tercapai.

3. Persentase pengelolaan Barang milik Negara peradilan tepat waktu.

Tabel analisis pengelolaan BMN

2.931.008.000 2.808.219.294 0% 96,73% 91,13%
Dipa 03
28.000.000 23.947.000 0% 85,53%

2015 Dipa 01
3.550.714.000 2.903.929.257 0% 81,78% 90,16%
Dipa 03
32.335.000 31.865.000 0% 98,55%

2016 Dipa 01
3.479.572.000 3.352.739.233 90% 96,35% 98,16%
Dipa 03
31.650.000 31.642.710 90% 99,97%

Tahun
BMN yang

harus
diselesaikan

BMN Yang telah
selesai Target Realisasi

2014 2.832.166.000 2.832.166.000 0% 100%

2015 2.935.794.000 2.935.794.000 0% 100%

2016 3.873.726.296 3.873.726.296 100% 100%



Tabel diatas merupakan perbandingan antara BMN yang harus diselesaikan dengan

BMN yang telah diselesaikan dengan tepat waktu dimana kesimpulan diperoleh pada

tahun 2014 s/d 2016 target dengan realisasi 100%, dengan kata lain target yang

ditetapkan tercapai.

4. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti.

Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa dari tahun 2014 s/d 2016 belum ada
pengaduan masyarakat yang masuk, kesimpulan tidak ada realisasi, sehingga tidak ada
perbandingan antara target dengan realisasi, target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

5. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa dari tahun 2014 s/d 2016 belum ada
temuan hasil pemeriksaan eksternal yang masuk, kesimpulan tidak ada realisasi,
sehingga tidak ada perbandingan antara target dengan realisasi, target yang telah
ditetapkan sebesar 100%.

6. Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan.

Tabel analisis responden masyarakat terhadap pelayanan peradilan

Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa dari tahun 2014 s/d 2015 belum ada
penilaian angket terhadap responden yang puas dengan responden yang memperoleh
pelayanan peradilan, penilaian ini dimulai pada tahun 2016 dimana diperoleh hasil
70% dari target 90% kesimpulan kinerja tidak tercapai.

Tahun

Responden
yang

memperoleh
pelayanan

Responden yang puas Target Realisasi

2014 0 0 0% 0%

2015 0 0 0% 0%

2016 100 70 90% 70%



C. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai sasaran tujuan

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun didukung oleh penyediaan anggaran melalui

Dipa dimana Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mendapatkan

total anggaran :

1. Dipa 01 sebesar Rp.3.479.572.000 ,- dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas
(DIPA) sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran

Tabel Anggaran Dipa 01 Tahun 2016

No Kegiatan Pagu

1. Belanja Pegawai 2.581.092.000

2 Belanja Barang 752.480.000

3 Belanja Modal 146.000.000



Total 3.479.572.000

b. Realisasi Anggaran

Tabel Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2016

No Kegiatan Pagu Realisasi Persentase

1. Belanja Pegawai 2.581.092.000 2.525.850.414 97,86%

2 Belanja Barang 752.480.000 686.250.819 92,39%

3 Belanja Modal 146.000.000 140.638.000 96,33%

Total 3.479.572.000 3.352.739.233 96,35%

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang

penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, uang duka, dan uang makan .

Pada tahun

Tabel Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2016
No JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI PERSENTASE

1 Belanja Pegawai

Belanja Gaji Pokok PNS 927.055.000 919.740.000 99,21%

Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.000 15.316 85,09%

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 66.147.000 65.856.060 99,56%

Belanja Tunj. Anak PNS 23.918.000 23.478.296 98,16%

Belanja Tunj. Struktural PNS 19.400.000 19.400.000 100%

Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.055.425.000 1.034.855.000 98,05%

Belanja Tunj. Pph PNS 142.411.000 133.989.762 94,09%

Belanja Tunj Beras 57.000.000 56.704.860 99,48%

Belanja Uang Makan 167.000.000 154.026.000 92,61%

Belanja Tunj lain-lain termasuk

uang duka PNS 4.000.000 0 0



Belanja Tunj. Umum PNS 7.398.000 7.085.000 95,77%

Belanja Tunj. Kemahalan Hakim 111.000.000 110.700.000 98,84%

TOTAL 2.581.092.000 2.525.850.414 97,86%

2. Belanja Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang

habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya

pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan

berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, dimana belanja barang terdiri dari

belanja operasional dan non operasional, yang meliputi keperluan sehari-hari

perkantoran dan perjalanan dinas serta honorarium.

Tabel Anggaran Belanja Barang Tahun 2016

NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI PERSENTASE

1 Belanja Barang Operasional

Belanja Keperluan Perkantoran 263.800.000 256.507.507 97,24

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat 6000.000 3.109.050 51,82

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 39.240.000 39.240.000 100

Belanja Barang Operasional Lainnya 5.400.000 5.400.000 100

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 47.426.000 47.311.200 99,76

Belanja Barang Persediaan Pita Cukai,Meterai dan

Leges 1.800.000 1.798.000 99,89

Belanja Langganan Listrik 62.076.000 59.655.012 96,10

Belanja Langganan Telepon 1.200.000 0 0

Belanja Langganan Air 10.800.000 8.690.000 80,46

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 51.748.000 45.469.900 87,87

Belanja gedung dan bangunan lainnya 6.160.000 5.827.500 94,60

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 102.200.000 66.209.323 73,53

Belanja pemeliharaan jaringan 1.260.000 1.223.000 97,06



2 Belanja Barang Non Operasional

Belanja Bahan 2.000.000 472.000 23,60

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 152.450.000 145.338.327 95,34

Total 752.480.000 686.250.819 92,39%

3. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang

sarana dan prasarana yang sifatnya menambah asset tetap dan asset lainnya, antara

lain meliputi belanja modal peralatan dan mesin.

Tabel anggaran belanja Modal Tahun 2016

NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI PERSENTASE

1 Belanja Modal

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.000.000 140.638.000 96,33%

Total 146.000.000 140.638.000 96,33%

2. Dipa 03 (Badilum)

Dipa 03 sebesar Rp.31.650.000 ,- dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas
(DIPA) sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran

Tabel Anggaran Dipa 01 Tahun 2016



No Kegiatan Pagu

1. Belanja Barang 31.650.000

Total 31.650.000

b. Realisasi Anggaran

Tabel Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2016

No Kegiatan Pagu Realisasi Persentase

1. Belanja Barang 31.650.000 31.642.710 99,98%%

Total 31.650.000 31.642.710 99,98%

1. Belanja Barang

Belanja Barang Dipa 03 ini ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional

persidangan peradilan, dan peningkatan manajemen peradilan umum. untuk

lebih jelasnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel anggaran belanja barang Dipa 03 Tahun 2016

NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI PERSENTASE

Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

1 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.500.000 1.500.000 100

Belanja Jasa Konsultan 14.400.000 14.400.000 100

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 650.000 643.910 99,06

Belanja Bahan 6000.000 6000.000 99,99

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 9.100.000 9.098.800 99,99

Total 31.650.000 31.642.710 99,98%

3. Realisasi Anggaran per program



- DIPA 01 digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Mahkamah Agung dan ;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung,

- Dipa 03 digunakan untuk melaksanakan 1 program kerja yaitu:

1. Program Peningkatan manajemen peradilan umum.

Tabel Realisasi anggaran perprogram

No Program pagu realisasi sisa Capaian

1 Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya
Mahkamah Agung

3.333.572.000 3.212.101.233 121.470.767 96,35%

2 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur Mahkamah
Agung

146.000.000 140.638.000 5.362.000 96,33%

3 Program
Peningkatan
manajemen
peradilan umum

31.650.000 31.642.710 7.290 99,98%



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun

2016 merupakan gambaran capaian kinerja dari renstra 2015-2019 yang akuntabel dan dapat

dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsi. laporan ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis

yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tahun anggaran 2016.

Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU),

maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.



Secara umum hasil capaian tahun 2016 pelaksanaan tugas pada PengadilanNegeri

Tanjung Balai Karimun sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya capaian

tersebut telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah

melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian

tahun-tahun sebelumnya, namun tidak semua target tercapai masih terdapat faktor kegagalan

dalam pencapaian tersebut hal ini dilihat dari analisis realisasi dan target pada tiap sasaran

dan indicator salah satunya dalam peningkatan perkara dan peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian perkara khususnya ratio majelis hakim serta peningkatan pelayanan

prima dalam penyelesaian perkara khususnya pada pengelolaan anggaran dan responden

kepuasan pelayanan peradilan.

B. SARAN

Dalam mengatasi kegagalan pencapaian target yang ditetapkan dalam renstra 2015-2016

maka perlu disarankan kedepan antara lain:

1. Penambahan sumber daya manusia yang berkwalitas karena mempengaruhi dalam

efektifitas penyelesaian perkara terhadap perkara yang akan diselesaikan.

2. Penambahan pembinaan tenaga teknis hakim khususnya dalam mengeluarkan putusan,

dengan terdapatnya putusan hakim yang berkwalitas maka akan meningkatkan

persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum karena para pencari keadilan

merasa puas dengan putusan yang dikeluarkan.

3. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya peningkatan sarana

dan prasarana aparatur sehingga dapat menunjang kinerja peradilan dalam pelayanan

publik secara prima.
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STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI

KARIMUN
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Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Bagan 2. Struktur Organisasi
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Ketua

Wakil Ketua

Panitera
Hakim

Panmud

Perdata

Kelompok

PP

Jurusita

Jurusita
Pengganti

Pranata
Peradilan

Panmud

Pidana
Panmud

Hukum

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Kasubbag
Perencanaan,

Teknologi Informasi
dan Pelaporan

Kelompok
Jabatan

Fungsional

- Fungsional
Arsiparis

- Pustakawan
- PranataKom

puter
- bendahara

Kasubbag
Kepegawaian
organisasi dan
tata laksana

Kasubbag
Umum
dan

Keuangan



INDIKATOR KINERJA UTAMA



Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

NO SASARAN
(KINERJA UTAMA)

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER DATA

1. Peningkatan
penyelesaian
perkara

a. Persentase mediasi yang
diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang disepakati
dengan jumlah mediasi yang diterima dan
menjadi perkara

Hakim Mediasi dan
Panitera

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

b. Persentase mediasi yang menjadi
akta perdamaian

Perbandingan antara mediasi yang diproses
dengan jumlah mediasi yang menjadi akta
perdamaian

Hakim Mediasi dan
Panitera

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

c. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan
dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Hakim Majelis dan
Panitera

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

d…Persentase perkara yang
diselesaikan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan
perkara yang akan diselesaikan (saldo awal
dan perkara yang masuk)

Hakim Majelis dan
Panitera

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

e…Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan dengan
perkara yang harus diselesaikan dalam waktu
maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)

Hakim Majelis dan
Panitera

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan



2. Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum :

a. Banding
b. Kasasi
c. Peninjauan Kembali

Jumlah upaya hokum selama tahun berjalan
dibagi jumlah upaya hokum tahun lalu dibagi
upaya hokum tahun lalu dikali seratus persen.

Hakim Majelis Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

3. Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

a. Persentase berkas yang diajukan
banding, kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan
banding, kasasi,dan PK yang lengkap (terdiri
dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas
yang diajukan banding kasasi,dan PK

Kepaniteraan Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

b. Persentase berkas yang diregister
dan siap didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang
diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara
yang didistribusikan ke Majelis

Kepaniteraan Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

c. Persentase penyampaian
pemberitahuan relas putusan
tepat waktu, tempat dan para
pihak

Perbandingan antara berkas putusan dengan
relas putusan yang disampaikan ke para
pihak tepat waktu

Panitera dan
Jurusita

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

d. Persentase penyitaan tepat waktu
dan tempat

Perbandingan antara permohonan penyitaan
dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu
dan tempat

Panitera dan
Jurusita

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

e. Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara

Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan
dengan perkara masuk

Kepaniteraan Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

4 Meningkatnya a. Persentase permohonan
eksekusi atas putusan perkara

Perbandingan perkara perdata yang Ketua Pengadilan Laporan Bulanan



kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

perdata yang berkekuatan hokum
tetap yang ditindaklanjuti

ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara
perdata yang belum ditindaklanjuti
(dieksekusi)

dan Panitera dan Laporan
Tahunan

5. Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan (acces
to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan
dengan perkara predeo yang masuk

Majelis Hakim/
Panitera

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

b. Persentase (amar) putusan
perkara (yang menarik perhatian
masyarakat) yang dapat diakses
secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak
diputus

Perbandingan amar putusan perkara yang
menarik perhatian Masyarakat yang
ditayangkan di website dengan jumlah
perkara yang menarik perhatian masyarakat
yang tidak ditayangkan

Kepaniteraan/Kesek
retariatan

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

6. Peningkatan
pelayanan prima
dalam
penyelesaian
perkara

a. Persentase pengelolaan aparatur
peradilan yang diselesaikan tepat
waktu

Perbandingan pengelolaan SDM yang harus
diselesaikan dengan yang telah diselesaikan
tepat waktu. (tentang pengusulan pensiun,
kenaikan pangkat, mutasi, pengusulan diklat
ex: PIM, fungsional, hakim, dll)

Ketua Pengadilan,
Kepaniteraan/Ke
sekretariatan

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

b. Persentase pengelolaan
keuangan peradilan tepat waktu

Perbandingan pengelolaan keuangan yang harus
diselesaikan dengan yang telah diselesaikan
tepat waktu. (tentang usulan anggaran,
realisasi anggaran)

Ketua Pengadilan,
Kepaniteraan/Ke
sekretariatan

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan



c. Persentase pengelolaan Barang
Milik Negara peradilan tepat
waktu

Perbandingan pengelolaan BMN yang harus
diselesaikan dengan yang telah diselesaikan
tepat waktu. (tentang pengadaan,
penghapusan)

Ketua Pengadilan,
Kepaniteraan/Ke
sekretariatan

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

d. Persentase pengaduan
masyarakat peradilan yang
ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang
ditindaklajuti mengenai perilaku aparatur
peradilan (teknis dan dan non teknis) dengan
jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Ketua Pengadilan,
Kepaniteraan/Ke
sekretariatan

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

e. Persentase temuan hasil
pemeriksaaan eksternal yang
ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklajuti
mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis
dan dan non teknis) dengan jumlah
pengaduan yang dilaporkan.

Ketua Pengadilan,
Kepaniteraan/Ke
sekretariatan

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

f. Persentase reponden yang puas
terhadap pelayanan peradilan

Perbandingan hasil penilaian responden yang
puas terhadap pelayanan peradilan dengan
jumlah responden yang memperoleh
pelayanan peradilan.

Ketua Pengadilan,
Kepaniteraan/Ke
sekretariatan

Hasil kuesioner







RENCANA KINERJA TAHUN 2016



RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2016

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Peningkatan penyelesaian

perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan

100%

b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian

10%

c. Persentase sisa perkara 100%

d…Persentase perkara yang diselesaikan 100%

e…Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan

99,40%

2. Peningkatan aksepbilitas putusan
Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum :
a. Banding
b. Kasasi
c. Peninjauan Kembali

100%
100%
100%

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan
penyelesaian perkara

f. Persentase berkas yang diajukan banding,
kasasi dan PK yang disampaikan secara
lengkap

100 %

g. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis

100 %

h. Persentase penyampaian pemberitahuan relas
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

i. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
j. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100 %

100 %
100 %

4. Peningkatan kepatuhan terhadap
putusan pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan
perkara perdata yang berkekuatan hokum tetap
yang ditindaklanjuti

100%

5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat
terhadap peradilan (acces to justice)

c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100 %

d. Persentase amar putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara on line dalam waktu maksimal 1
hari kerja sejak diputus

100 %



6. Peningkatan pelayanan prima dalam
penyelesaian perkara

a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan
yang diselesaikan tepat waktu

90%

b. Persentase pengelolaan keuangan peradilan
tepat waktu

90%

c. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara
peradilan tepat waktu

90%

d. Persentase pengaduan masyarakat peradilan
yang ditindaklanjuti

100%

e. Persentase temuan hasil pemeriksaaan
eksternal yang ditindaklanjuti

100%

f. Persentase reponden yang puas terhadap
pelayanan peradilan

90%

Tanjung Balai Karimun, 08 Januari 2017
Ketua Pengadilan Negeri

Tanjung Balai Karimun

FATHUL MUJIB,SH,MH
NIP. 196209081996031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya penyelesaian

perkara

a. Persentase mediasi yang di selesaikan. 100 %

b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian

10 %

c. Persentase sisa perkara yang di selesaikan 100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan 100 %

e. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

99,40%

2. Peningkatan aksepbilitas

putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

100 %

100 %

100%

3. Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi
dan PK yang disampaikan secara lengkap

100 %

b. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis

100 %

c. Persentase penyampaian pemberita huan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan
para pihak

100 %

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan
tempat.

100 %

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100 %

4 Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan
perkara perdata yang ber kekuatan hukum
tetap yang ditindaklanjuti

100%

5. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

100 %

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang 100 %



menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

6. Peningkatan palayanan prima

dalam penyelesaian perkara

a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan
yang diselesaikan tepat waktu

90 %

b. Persentase pengelolaan keuangan
peradilan tepat waktu.

90 %

c. Persentase pengelolaan Barang Milik
Negara peradilan tepat waktu

90%

d. Persentase pengaduan masyarakat
peradilan yang ditindaklanjuti

90%

e. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti

100%

f. Persentase responden yang puas terhadap
pelayanan peradilan

90%

Kegiatan

Dipa 01 Anggaran

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Rp. 3.430.230.000,-
Keuangan Badan Urusan Administrasi

2. Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Rp. 146.000.000,-
Mahkamah Agung

Dipa 03

1. Peningkatan manajemen peradilan umum Rp. 31.650.000,-



MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019





PENGUKURAN KINERJA



PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN
TAHUN 2016

SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Peningkatan

penyelesaian

perkara

a. Persentase mediasi yang

diselesaikan

100% 100% 100%

b. Persentase mediasi yang menjadi

akta perdamaian

10% 2,66% 26,6%

C.

d.

e.

Persentase sisa perkara

Persentase perkara yang

diselesaikan

Persentase perkara yang

diselesaikan 5 bulan

100%

100%

99,40%

100%

83,48%

77,26%

100%

83,48%

77,26%

Rata- rata capaian 77,46%

2 Peningkatan

aksebilitas

putusan hakim

Pesentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum :

a. Banding 98,50% 97,34% 98,82%

b. Kasasi 100% 98,93% 98,82%

c. Peninjauan Kembali 100% 99,46% 99,46%

Rata – rata capaian 99,03%

3 Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang diajukan

banding, kasasi, PKyang

disampaikan secara lengkap

100% 100% 100%

b.

c.

Persentase berkas yang diregister

dan siap didistribusikan ke

Majelis

Persentase penyampaian

pemberitahuan relas putusan tepat

waktu, tempat dan para pihak

100%

100%

100%

100%

100%

100%



d. Persentase penyitaan tepat waktu

dan tempat

100% 100% 100%

c. Ratio Majelis Hakim terhadap

perkara

100% 17,8% 17,8%

Rata-rata capaian 83,56%

4 Peningkatan

kepatuhan

terhadap

putusan

pengadilan

Persentase permohonan eksekusi

atas putusan perkara perdata yang

berkekuatan hokum tetap yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Rata-rata capaian 100%

5 Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

peradilan

(acces to

justice)

a.

b.

Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan

Persentase (amar) putusan perkara

yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktu

maksimal 1 hari kerja sejak

diputus

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rata-rata capaian 100%

6 Peningkatan

pelayanan

prima dalam

penyelesaian

perkara

a. Persentase pengelolaan aparatur

peradilan yang diselesaikan tepat

waktu

90% 100% 100%

b. Persentase pengelolaan keuangan

peradilan tepat waktu

90% 95,79% 100%

c. Persentase pengelolaan Barang

Milik Negara peradilan tepat

waktu

90% 100% 100%

d. Persentase pengaduan masyarakat

peradilan yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

e. Persentase temuan hasil

pemeriksaaan eksternal yang

100% 100% 100%



ditindaklanjuti

f. Persentase reponden yang puas

terhadap pelayanan peradilan

90% 80% 88,88%

Rata-rata capaian 98,14%



LAMPIRAN 8 : PERNYATAAN TELAH DIREVIU
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MATRIK  REVIU RENSTRA TAHUN 2015-2019

INSTANSI : Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
VISI : Terwujudnya pelayanan publik yang profesional  bagi para pencari keadilan dengan penuh tanggung jawab dan dipercaya demi mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung
MISI 1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain
3. Memperbaiki  akses pelayanan dibidang dibidang peradilan kepada Masyarakat
4. Memperbaiki  kwalitas input internal pada proses peradilan
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efesien, bermartabat dan dihormati
6. Melaksanakan pelayanan publik yang mandiri, tidak memihak dan transparan

TUJUAN SASARAN STRATEGI
NO

URAIAN INDIKATOR
TARGET 

URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
MATRIKS PENDANAAN  (Rupiah)

JANGKA 
MENENGAH 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 Meningkatnya 
kepastian hukum

Pesentase perkara 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum banding, 
kasasi, peninjauan 
kembali

50% 1 Peningkatan 
penyelesaian  
perkara

a. Persentase mediasi yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 1
Batas  waktu 
penyelesaian  perkara 
di Pengadilan

Dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya 
Mahkamah Agung

Pembinaan 
Administrasi 
dan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Badan  Urusan 
Administrasi

3.450.714.000 3.430.230.000 3.835.592.000 3.850.500.000 4.250.000.000

b. Persentase mediasi yang 10% 10% 15% 20% 22% 2 Pemberlakuan 
template putusan 

 
menjadi akta perdamaian

c.  Persentase sisa perkara  100% 100% 100% 100% 100%
d. Persentase perkara yang 99,39% 100% 98,05% 99,55% 99,60%

diselesaikan  
e. Persentase  perkara yang 99,39% 99,40% 99,50% 99,55% 99,60%

diselesaikan dalam jangka 
waktu maksimal 5 bulan

2 Peningkatan 
aksepbilitas  
putusan hakim

Pesentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum :

a. Banding 100% 98,50% 99,60% 99,75% 99,80%
b. Kasasi 100% 100% 98,50% 99,60% 100%
c.  Peninjauan Kembali 100% 100% 98,00% 98,25% 98,50%

3 Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara

a. Persentase berkas yang 
diajukan banding, kasasi,PK 
yang disampaikan secara 
lengkap

100% 100% 100% 100% 100% 1 Standar  pelayanan 
peradilan

Peningkatan 
manajemen 
peradilan umum

Peningkatan 
manajemen 
peradilan 
umum

31.865.000 31.650.000 32.000.000 35.500.000 48.500.000

b. Persentase berkas yang 
diregister dan siap 
didistribusikan ke Majelis

100% 100% 100% 100% 100% 2 Pemberlakuan 
Standar Operasional 
Prosedur Eksekusi

c, Persentase penyampaian 100% 100% 100% 100% 100%
pemberitahuan relas putusan 
tepat waktu,
tempat dan para pihak

d. Persentase penyitaan tepat 100% 100% 100% 100% 100%
waktu dan tempat

e. Ratio Majlis Hakim terhadap 100% 100% 98,75% 99,90% 99,95%

perkara



MATRIK  REVIU RENSTRA TAHUN 2015-2019

INSTANSI : Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
VISI : Terwujudnya pelayanan publik yang profesional  bagi para pencari keadilan dengan penuh tanggung jawab dan dipercaya demi mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung
MISI 1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain
3. Memperbaiki  akses pelayanan dibidang dibidang peradilan kepada Masyarakat
4. Memperbaiki  kwalitas input internal pada proses peradilan
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efesien, bermartabat dan dihormati
6. Melaksanakan pelayanan publik yang mandiri, tidak memihak dan transparan

TUJUAN SASARAN STRATEGI
NO

URAIAN INDIKATOR
TARGET 

URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
MATRIKS PENDANAAN  (Rupiah)

JANGKA 
MENENGAH 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

4 Peningkatan 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
pengadilan

Persentase permohonan eksekusi 
atas putusan perkara perdata 
yang berkekuatan hukum tetap 
yang ditindaklanjuti

100% 100% 99,50 99,60 99,65

2 Keterjangkauan  
pelayanan badan 
peradilan

Persentase proses 
penyelesaian 
perkara yang dapat 
dipublikasikan.

100% 5 Peningkatan 
aksesbilitas 
masyarakat 
terhadap 
peradilan 
(acces to 
justice)

a. Persentase perkara prodeo 
yang diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% 1
Pedoman  pemberian 
layanan  hukum  bagi 
masyarakat  tidak 
mampu di Pengadilan

Peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 
Mahkamah Agung 

Pengadaan 
Sarana  dan 
Prasarana  di 
Lingkungan 
Mahkamah 
Agung

100.000.000 146.000.000 198.000.000 200.000.000 210.000.000

b. Persentase(amar) putusan 
perkara (yang menarik 
perhatian masyarakat) yang 
dapat diakses secara on line 
dalam waktu maksimal 1 hari 
kerja sejak diputus

100% 100% 100% 100% 100% 2

Penerapan  sistem 
informasi 
manajemen  perkara 
berbasis elektronik

3 Memenuhi 
kebutuhan dan 
kepuasan 
masyarakat 
pencari keadilan

Persentase 
reponden yang 
puas terhadap 
pelayanan 
peradilan

90% 6 Peningkatan 
pelayanan 
prima dalam 
penyelesaian 
perkara

a. Persentase pengelolaan 
aparatur peradilan yang 
diselesaikan tepat waktu

0% 90% 95% 96% 97%

b. Persentase pengelolaan 
keuangan peradilan tepat 
waktu

0% 90% 98% 99% 99,50% 3 Pembinaan tenaga 
teknis dan non teknis 
peradilanc. Persentase pengelolaan 

Barang Milik Negara peradilan 
tepat waktu

0% 90% 98% 99% 99,50%

d. Persentase pengaduan 
masyarakat peradilan yang 
ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

e. Persentase temuan hasil 
pemeriksaaan eksternal yang 
ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

f. Persentase reponden yang 
puas terhadap pelayanan 
peradilan

0% 90% 95% 96% 97%


